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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan 

Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Di Lingkungan TNI pada Rumah Dinas Kodam V Brawijaya 

Waru. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosio Legal dengan menggunakan pendekatan yuridis dan 

pendekatan sosiologi. Hasil penelitian diliat dari praktek pada Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Waru ini merupakan 

salah satu bangunan yang berada dibawah naungan instansi yang berwenang di lingkungan TNI. Mendirikan 

bangunan merupakan salah satu kegiatan untuk mendirikan, memperbarui dan memperluas bangunan rumah 

maupun bangunan gedung dirubah menjadi sebuah tempat yang memungkinkan bisa dipakai untuk segala hal. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa merubah alih fungsi bangunan rumah dinas ini harus disesuaikan izin nya 

pada Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 dan penegakan hukumnya berdasarkan intansi yang berwenang 

dalam surat peringatan maupun denda yang akan dilakukan, keberadaan Peraturan Panglima TNI ini sangat 

diperhatikan karna menggunakan Prinsip Lex Specialis Derogate Generalis.  

Keywords: alih fungsi bangunan, izin mendirikan bangunan dan penegakan hukum 

Abstract: This study aims to apply the TNI Commander Regulation No. 49 of 2015 

concerning the Utilization of State Property in the form of Land and/or Buildings 

within the TNI at the Home of the Military Command V Brawijaya Waru. The 

research method used is Socio Legal using a juridical approach and a sociological 

approach. The results of the study were seen from the practice at the Kodam V 

Brawijaya Waru official house, which is one of the buildings under the auspices of the 

competent agency within the TNI. Building a building is one of the activities to 

construct, update and expand houses or buildings converted into a place that allows 

it to be used for everything. From this research, it can be concluded that changing the 

function of this official house building must be adjusted to the permit of the TNI 

Commander Regulation No. 49 of 2015 and its law enforcement based on the 

competent authority in warning letters and fines that will be carried out, the existence 

of this TNI Commander Regulation is very important because it uses the Lex Specialis 

Derogate Generalis Principle. 
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Pendahuluan 

Pada  Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman mengungkapkan bahwa segala keperluan baik perumahan, kawasan serta  

lingkungan hunian di sekitarnya telah dijelaskan dan aturan yang pasti dari pemerintah 

untuk masyarakat agar menaati aturan yang sudah dibuat (Gao, 2021; Muñoz, 2018). 

Rumah merupakan suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal untuk 

membangun rumah tangga, mengangkat derajat serta martabat seseorang yang menempati, 

dan seluruh benda berharga yang dimilikinya (Zhao, 2019). Rumah juga menjadi suatu hak 

untuk masyarakat Indonesia yang mendapatkan atas suatu pemenuhan tersebut. 

Pemerintah telah merancang dan memberikan jaminan rumah yang bagus, nyaman, aman 

dan tetratur sehingga dengan cara penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan 

sesuai terencana dari pemerintah (Jayaratne, 2021).  

Peraturan Meneteri Pertahanan No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembinaan 

Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan serta TNI menjelaskan bahwa 

Rumah Dinas merupakan suatu rumah yang dibuat oleh Negara sehingga memiliki fungsi 

untuk tempat tinggal keluarga yang layak dan menjunjung tinggi kegiatan pelaksanaan 

tugas Pejabat Negara, Anggota TNI maupun PNS. Pada Pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan 

bahwa setiap Pangkat atau golongan dalam TNI ini terdapat bagian tipe rumah yang akan 

ditempati nantinya. Setiap divisi maupun satuan jurusan dalam TNI ini akan mendapati 

rumah dinas sebagai Anggota TNI yang dibutuhkan dan bisa juga Komandan Divisi ini 

yang menunjuk anggota lebih berhak untuk menempati Rumah Dinas tersebut. Adapun 

ketentuan pokok Perumahan Dinas Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional 

Indonesia antara lain yaitu jenis Rumah Negara terbagi 3 Golongan. Rumah Golongan 1 

disebut sebagai Rumah Negara yang merupakan rumah golongan dipergunakan bagi 

pemegang jabatan tertinggi dan hak penghuniannya terbatas selama masih menjabat. 

Rumah Golongan 1 ini sering disebut Rumah Elit yang biasanya diperuntukkan untuk 

Kasad, WaKasad, PangKostrad dan PangKodam. Sedangkan Rumah Golongan 2 disebut 

sebagai rumah dinas yang merupakan memiliki fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan 

erat dengan kepentingan kedinasan. Rumah Golongan 2 ini biasanya diperuntukkan 

Kolonel, Letkol, Bintara, Tantama, dan Pegawai Negeri Sipil ABRI.  

Anggota TNI dengan jabatan Bintara maupun Pegawai Negeri Sipil ABRI yang sudah 

ditunjuk untuk menempati Rumah Dinas harus segera memakai atau menempati Rumah 

Dinas sesuai dengan Surat Izin Penghunian yang diterima, ini ada pada Pasal 8 PP  No.40 

Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Setiap Anggota TNI berpasangan suami istri dapat 

menghuni satu Rumah Negara atau Rumah Dinas. Ketika siap menghuni Rumah Dinas 

sesuai dengan fungsinya. Tidak semua Anggota TNI harus menetap di rumah dinas, 

dikarenakan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan PNS hanya bisa menempati Rumah Dinas 

hingga masa kerja / jabatannya habis. Apabila pihak Komandan Divisi Pegawai Negeri Sipil 

dan Pensiunan PNS memberikan kelonggaran hingga meninggal dunia, maka PNS dan 

Pensiunan PNS bisa menempati Rumah Dinas. 
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Rumah Negara ataupun Rumah Dinas ini juga termasuk Barang Milik Negara yang 

semua diperoleh dari APBN secara sah. Anggota TNI yang mendapatkan Rumah Dinas ini 

harus menjaga serta memelihara bangunan itu agar Pemanfaatan BMN akan 

menyelenggarakan segala tugas serta fungsi TNI tanpa mengubah status kepemilikannya, 

ini sesuai dengan Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan BMN 

berupa tanah dan bangunan di lingkungan TNI. Pemanfaatan BMN bisa berupa tanah atau 

bangunan dilakukan untuk sewa, pinjam pakai, serta kerja sama pemanfaatan. Apabila 

anggota keluarga yang ingin mendirikan bangunan sebagai tempat usaha harus melakukan 

Izin Mendirikan Bangunan dengan mengatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia dan 

Kementerian Pertahanan agar tidak terjadinya kesalahpahaman (Çakır, 2020; Gnan, 2022; 

Liang, 2023; Zhang, 2023). Dari Peraturan Panglima setiap anggota TNI yang menempati 

Rumah Dinas dan akan membuka tempat usaha seperti toko sembako, toko jajanan harus 

membuat surat izin terkait bangunan rumah dalam bentuk sewa maupun pinjam pakai. 

Perumahan Dinas Kodam V Brawijaya Sawotratap, Waru ini perumahan sekumpulan 

anggota TNI dari berbagai Divisi baik Polisi Militer, Korem, Kodam, Arhanud, Intelejen, 

dan Pegawai Negeri Sipil ABRI. Ada sekitar 110 rumah berjejer dengan tipe 36, dari sekian 

banyak nya rumah ada beberapa rumah yang mendirikan tempat usaha seperti toko 

sembako. Ada beberapa rumah yang mendirikan toko sembako sekitar 9 toko yang 

dikarenakan factor kebutuhan ekonomi keluarga. 

 

Metode 

Jenis Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode 

penelitian jenis sosio legal dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologi, dimana 

Penelitian ini bertuju pada penerapan dan penegakan hukum agar terlaksananya suatu 

Peraturan Panglima TNI tentang Pemanfaatan BMN yang ditempati oleh Anggota TNI 

maupun PNS dengan mengubah alih fungsi rumah hunian menjadi sebuah toko sembako / 

toko jajan tanpa adanya izin mendirikan bangunan di lingkungan Perumahan Dinas Kodam 

V Brawijaya Waru.  

Dengan bahan hukum primer yaitu Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 

Tentang Pemanfaatan BMN Berupa Tanah dan Bangunan Di Lingkungan TNI. Sedangkan 

bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sumber, teori – teori, jurnal 

dan beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 ini membahas tentang Pemanfaatan 

Barang Milik Negara Berupa tanah atau bangunan di lingkungan TNI. Suatu peraturan 

yang dibuat oleh Instansi Berwenang Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Kepala 

Seketariat Umum oleh Agus Yuniarto, S.E Brigadir Jenderal TNI dengan dibawah naungan 

Panglima TNI yaitu Gatot Nurmantyo Jenderal TNI. Peraturan ini ditujukan untuk seluruh 
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Anggota TNI atau Pegawai PNS TNI yang menempati Rumah Negara atau Rumah Dinas 

di lingkungan TNI. Dan seluruh Anggota TNI harus menaati dan mematuhi aturan tersebut 

sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Dengan adanya Peraturan Panglima TNI ini bahwa 

keseluruhan barang milik negara yang dikuasaI Tentara Nasional Indonesia {TNI} 

diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN} yang secara sah 

dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pertahanan Negara. Barang Milik 

Negara harus dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan untuk 

penyelengaaraan tugas dan fungsi tanpa perlu merubah status pemakaian, kepemilikannya 

dan tidak mengganggu kepentingan Pertahanan Negara. 

Dari Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 ini yang perlu dicermati untuk hak 

– hak yang perlu diperhatikan bagi penghuni yang memanfaatkan bangunan di lingkungan 

TNI. Dalam Pemanfaatan BMN berupa tanah dan bangunan pada pasal 2  ini harus 

dilaksanakan bentuk sewa, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Namun pada 

nyatanya di lingkungan Rumah Dinas Kodam V /  Brawijaya Waru ini belum terlaksananya 

pada pasal 2 di PerPang TNI ini. Untuk melakukan Pemanfaatan Barang Milik Negara ini 

harus ada izin tersendirinya. Agar tidak menimbulkan penyalahgunaan status 

kepemilikannya dan harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pihak yang 

berwenang. Bagi penghuni Barang Milik Negara berupa bangunan seperti rumah dinas, 

ketika ingin merubah alih fungsi bangunan atau pemakaian nya harus melakukan izin 

dalam bentuk sewa, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Setiap Pemanfaatan BMN 

ini terlaksanakan harus tidak merugikan untuk Negara dan TNI baik secara materi maupun 

tugas tertentu. Suatu obyek Pemanfaatan BMN ini tidak boleh mengubah status 

kepemilikan nya dan harus disesuaikan status tetap oleh Pengelola Barang, hal ini terdapat 

pasal 3  ini sudah dijelaskan ketika penghuni rumah dinas yang ingin menggunakan 

Pemanfaatan BMN harus mematuhi aturan dan melaksanakan nya dengan baik.  Setiap 

orang yang melakukan Pemanfaatan BMN ini tidak boleh merugikan Negara dan 

mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI. Segala objek pemanfataan harus 

disesuaikan status penggunaannya oleh pihak yang berwenang seperti Pengelola Barang, 

dan pembiayaan dari Pemanfataatan BMN wajib disetorkan ke rekening Kas Umum 

Negara. 

Dalam perizinan peralihan Pemanfaatan BMN memiliki kewenangan pada Pejabat 

Pengguna Barang yang telah disetujui oleh Pengelola Barang, dan dijelaskan pada 

Peraturan Menteri Keuangan No.246 / PMK06/2014. Menteri Keuangan berhak menetapkan 

status dan memberikan perijinan pada Pengguna / Pemanfaatan BMN. Hal ini perlu adanya 

izin maupun persyaratan secara administrative seperti halnya pengukuran lokasi, 

pemeriksaan dan pengecekan bagunan rumah, dilakukan oleh petugas Instansi Kodam V 

Brawijaya Surabaya oleh Ketua TU LOGISTIK bagian PABADYAN BMN (Barang Milik 

Negara). Perlu yang dipahami yakni data BMN yang akan digunakan, data penyewa, 

jangka waktu yang diperlukan, penetapan status pengguna BMN, izin mendirikan 

bangunan, foto kondisi bangunan, jenis usaha yang akan dilaksanakan dan keseluruhan 

persyaratan ini bisa digunakan untuk izin dalam bentuk sewa, pinjam pakai maupun 

kerjasama pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 
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dalam pasal 10 sampai 63. Segala hal persyaratan dokumen secara administrative ini sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 62 Tahun 2014 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah / Bangunan Di 

Lingkkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. 

Maka regulasi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa setiap orang 

Pengguna Bangunan atau Pejabat Pengguna Bangunan atau  penghuni rumah dalam 

Pemanfaatan BMN  ini diperbolehkan untuk melakukan perubahan alih fungsi bangunan 

dalam berupa izin sewa, pinjam pakai dan kerjasaman pemanfaatan dengan waktu yang 

ditentukan. Dan setiap orang yang sudah membangun tempat usaha ataupun toko dalam 

Pemanfaatan BMN, maka ia harus mendaftarkan data atau dokumen rumah ke pihak yang 

berwenang. Di Rumah Dinas Kodam V /  Brawijaya Waru ini masuk dalam Wilayah Jawa 

Timur dan berpusat di Kodam V /  Brawijaya Surabaya. Didaftarkan melalui Ketua TU 

LOGISTIK bagian PABADYAN BMN (Barang Milik Negara) agar mengetahui data valid 

yang membangun tempat usaha di lahan rumah dinas. 

Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Waru ini didirikan pada tahun 2013 sekitar bulan 

april, rumah dinas ini diperuntukkan bagi Anggota TNI dan Pegawai PNS yang 

mendapatkan perintah atau ditunjuk langsung oleh Komandan TNI. Awalnya rumah dinas 

ini ada untuk Anggota TNI rantauan atau perpindahan tempat dinas yang baru dan 

digunakan sebagai tempat tinggal keluarga Anggota TNI tersebut. Kebanyakan tiap 

penghuni rumah dinas dulu langsung menggunakan rumah tersebut dan sekitar tahun 2018 

beberapa penghuni rumah dinas melakukan renovasi bangunan agar bisa digunakan 

sebagai tempat usaha. Dan tidak mengetahui adanya peraturan baru pada tahun 2015 yakni 

Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara 

Berupa Tanah  dan/atau Bangunan Di Lingkungan TNI. Hal ini mengakibatkan seluruh 

warga rumah dinas baik Anggota TNI maupun keluarga Anggota TNI tidak mengetahui 

dan kurang paham mengenai suatu aturan tersebut. Seharusnya dari pihak Instansi yang 

berwenang yakni Kodam V Brawijaya Surabaya ini mengsosialisasikan dan memberi 

arahan penting tentang Peraturan Panglima TNI bagi keseluruhan penghuni rumah dinas.  

Peraturan Panglima TNI ini harus dilaksanakan dengan baik agar menertibkan 

kesetaraan disetiap rumah dinas. Namun pada kenyataannya di lingkungan Rumah Dinas 

Kodam V Brawijaya Waru ini belum terlaksananya Peraturan Panglima TNI ini mungkin 

dikarenakan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan informasi tentang Pemanfaatan BMN 

di lingkungan TNI. Kebanyakan penghuni rumah dinas ini melakukan merubah alih fungsi 

bangunan menjadi sebuah toko sembako ataupun sejenis toko lainnya dan penghuni rumah 

dinas tersebut kurang mengetahui perihal Peraturan Panglima TNI ini.  Untuk kedepannya 

saya mengharapkan di Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Waru ini bisa menerapkan dan 

mengikuti aturan yang sudah dibuat dari instansi yang berwenang bisa terlaksanakan 

dengan baik. 

Perjanjian penggunaan rumah dinas ini hanya pada awal pemberian perintah dari 

Komandan Kodam V Brawijaya Surabaya  sesuai dengan kantor penempatan Anggota TNI 

masing – masing. Secara mekanisme perolehan rumah dinas ini berdasarkan sebagai 

berikut : 
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1. Pangkat atau Jabatan tiap Anggota TNI dan Pegawai PNS. 

2. Tiap kantor penempatan kodam hanya diberi 5 rumah dinas bagi anggota yang 

ditunjuk oleh Komandan. 

3. Dari Anggota TNI maupun Pegawai PNS bisa mengajukan surat untuk bisa 

menempati rumah dinas tersebut. 

4. Anggota TNI dan Pegawai PNS bisa menempati rumah dinas sampai masa jabatan 

nya habis atau sampai pensiun. 

Dari pemberitahuan perolehan rumah dinas tersebut, telah dijelaskan bahwasannya 

Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Waru ini diperuntukkan bagi Anggota TNI yang 

mendapatkan jatah dan fasilitas yang bisa digunakan untuk tempat tinggal yang layak. 

Informasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan izin pemanfaatan BMN berupa sewa, 

pinjam pakai maupun kerjasama pemanfaatan. Pada aspek kewenangan dimiliki oleh 

Pejabat Pengguna Barang yang telah disetujui oleh Pengelola Barang dan Menteri 

Keuangan, serta Kodam V Brawijaya Surabaya kantor pusat menunjuk Ketua TU LOGISTIK 

bagian PABADYAN BMN yang berhak atas suatu izin yang berlaku.  

Setiap rumah dinas yang sudah merubah alih fungsi bangunan menjadi sebuah 

tempat usaha harus memiliki izin berupa sewa, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. 

Beberapa hal yang harus dilakukan yakni : 

1. Izin secara tertulis maupun lisan ke Kantor Pusat Kodam V Brawijaya Surabaya, 

bagian TU Logistick pada Pabadyan BMN. 

2. Mendaftarkan bangunan tersebut berupa izin sewa, pinjam pakai maupun 

kerjasama pemanfaatan. 

3. Memberikan data keabsahan dokumen yang ingin didaftarkan sesuai kebutuhan 

yang diperlukan. 

4. Pembiayaan keseluruhan dari pendaftaran izin akan diberikan langsung ke Kas 

Negara. 

Dari pihak Kantor Pusat Kodam V Brawijaya Surabaya ini pada awalnya tidak 

membebankan biaya apapun dalam izin tersebut. Karna ketika memperoleh rumah dinas 

tersebut, bisa digunakan sampai pensiun tanpa ada batasan waktu sesuai izin yang akan 

diberikan dalam izin sewa, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Namun jika 

mengikuti peraturan yang berlaku, maka setiap perwakilan rumah dinas {RW/RT} harus 

memberikan data tiap rumah yang ingin mendaftarkan izin, agar Pihak Kantor Pusat 

Kodam V Brawijaya Surabaya bisa mendaftarkan atau memberi kewenangan atas izin 

tersebut. 

Dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan ada sekitar 11 rumah dinas yang sudah 

merubah alih fungsi bangunan menjadi tempat usaha seperti toko sembako, toko jajanan, 

salon kecantikan, tempat marmer atau ngelas, dan bensin eceran. Penghuni rumah dinas ini 

membangun tempat ini kebanyakan para ibu rumah tangga yang ingin memiliki kegiatan 

maupun pendapatan uang selain gaji pokok suami dari tni. Dengan memanfaatkan 

bangunan rumah dinas dan menggunakan sebaik mungkin untuk usaha kecil – kecil an, 

dan para ibu rumah tangga ini kurang mengetahui tentang Peraturan Panglima TNI No. 49 



Researchjet Journal of Analysis and Inventions Vol: 3, No 1, 2024 7 of 15 

 

 

https://reserachjet.pubmedia.id/ 

Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa tanah atau bangunan di 

lingkungan TNI dan kebanyakan para ibu rumah tangga kurang paham dan kurang 

mengetahui peraturan tersebut. 

 

Gambar 1. Toko Jajanan 

Gambar 1 ini toko sembako dan toko jajanan yang dibangun oleh ibu Eli No. 26 sejak 

tahun 2021, beliau membangun toko ini dikarenakan ingin membangun perekonomian 

keluarga nya. 

 

Gambar 2. Toko Galon dan Gas 

Gambar 2 ini toko air mineral gallon dan LPG yang dibangun oleh ibu Sandy No. 84 

sejak tahun 2020 beliau membangun toko ini dikarenakan warisan dari orangtua atau 

melakukan penerusan toko dan juga bisa menambahkan pendapatan keluarga. 

 

Gambar 3 Salon Kecantikan 

Gambar 3 ini salon kecantikan yang dibangun oleh ibu Yeti No. 90 sejak tahun  2018 

beliau membangun toko ini dikarenakan hobi merias dan melakukan les kecantikan dan 

ingin punya salon sendiri. 

 



Researchjet Journal of Analysis and Inventions Vol: 3, No 1, 2024 8 of 15 

 

 

https://reserachjet.pubmedia.id/ 

 

Gambar 4. Kedai Uniq Las 

Gambar 4 ini kedai uniq yang hanya mengelas atau membuat gerbang maupun 

marmer yang dibangun oleh ibu agus No. 79 sejak tahun 2021 beliau membangun kedai ini 

dikarenakan profesi kuliahnya dahulu dan juga sebagai hobi yang dilakukan. 

 

Gambar 5. Toko Bensin Eceran dan Gas 

Gambar 5 ini toko bensin eceran dan LPG yang dibangun oleh ibu tia no. 66 beliau 

membangun toko ini dikarenakan ingin mempunyai kegiatan selain ibu rumah tangga dan 

memanfaatkan sebaik mungkin gaji suami. 

Soerjono Soekano berpendapat bahwa, norma merupakan perangkat agar hubungan 

yang terjadi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik. 

Disini sudah dijelaskan bahwasanya setiap orang yang berada dilingkungan manapun 

harus memiliki ikatan yang baik. Dalam perumahan dinas ini juga memiliki ikatan 

hubungan sesame tetangga baik secara ekonomi maupun sosial, karna ketika salah satu 

penghuni membangun tempat usaha berupa sembako atau kebutuhan lainnya maka 

tetangga sebelahnya terpenuhi kebutuhan sehari – harinya tanpa perlu jauh – jauh ke pasar. 

Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan 

tidak baik baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan 

masyarakat atau komunitas tertentu. Dalam Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Sawotratap 

Waru ini di lingkungan TNI yang dimana segala perilaku maupun perbuatan harus 

terdisiplin taat pada aturan yang sudah dibuat dalam perumahan. Karena tuntutan 

pekerjaan sebagai Anggota TNI maka baik istri maupun anaknya sudah dilakukan atau di 

didik secara disiplin, dan ini juga termasuk dalam norma kesopanan. Norma hukum adalah 

aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan 

bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Di rumah dinas ini mematuhi 
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aturan dari Kodam V Brawijaya Surabaya kantor pusat yang berwenang mengatur hal 

appaun itu, dan bagi pihak penghuni rumah dinas harus menaati aturan tersebut. salah satu 

contoh peraturan yang bisa mewujudkan ketertiban di lingkungan rumah dinas ini adalah 

Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara 

berupa tanah atau bangunan di lingkungan TNI, yang dimana aturan ini dibuat untuk 

penghuni rumah dinas yang ingin melakukan Pemanfaatan BMN secara baik dan benar. 

Namun peraturan ini  masih belum diterapkan kepada penghuni rumah dinas dan 

kebanyakan para penghuni tidak mengetahui peraturan ini. Berdasarkan norma yang 

sudah dijelaskan ini belum sesuai di dalam lingkungan Rumah Dinas Kodam V Brawijaya 

Sawotratap Waru ini. Dikarenakan pada norma hukum banyak nya penghuni rumah dinas 

ini melanggar aturan yang sudah dibuat oleh instansi yang berwenang yakni Peraturan 

Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah 

atau bangunan di lingkungan TNI. Contohnya seperti penghuni rumah dinas yang 

membangun atau merubah alih fungsi bangunan menjadi sebuah toko sembako, toko 

jajanan, toko bensin eceran, dan salon kecantikan. Rumah Dinas Kodam V Brawijaya 

Sawotratap Waru ini berada dibawah naungan Kodam V Brawijaya Surabaya, dan sudah 

seharusnya megikuti aturan ataupun arahan yang sudah di dirikan.  

Untuk mengetahui tentang penegakan hukum bagi pelaku merubah alih fungsi rumah 

dinas terhadap izin mendirikan bangunan perlu dilakukan nya analisis langsung atau 

wawanacara langsung ke narasumber yang bersangkutan memngenai Peraturan Panglima 

TNI No. 49 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah atau 

bangunan di lingkungan TNI. Tahap awal dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

adalah mengumpulkan informasi dari sumber intansi yang berwenang dan mendapatkan 

data valid perumahan atau rumah dinas di lingkungan TNI. Segala upaya dilakukan yakni 

melakukan permohonan wawancara terhadap Rumah Dinas Kodam V Brawijaya 

Sawotratap Waru. Dan yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku 

merubah alih fungsi rumah dinas ini adalah Komando Daerah Militer V Brawijaya Surabaya 

bagian KA Logistik (Asisten Barang Milik Negara) untuk perumahan dan rumah dinas. 

Informasi yang didapatkan pada saat wawancara narasaumber disampaikan oleh 

PABADYAN BMN (Barang Milik Negara) Bpk. Muhammad Yusron Pangkat Mayor 

Infantri dengan dibawah naungan Ketua TU LOGISTIK Bpk. Ahcmad Jamaludin Pangkat 

Pelda. Berdassarkan hasil wawancara tertulis beliau mengatakan bahwasannya Peraturan 

Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 ini masih berlaku dan tentunya mengacu pada Peraturan 

Menteri Pertahanan No. 13 Tahun 2018 tanggal 16 mei tentang pembinaan Rumah Negara 

di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.  Semua aturan tersebut berlaku secara 

menyeluruh di seluruh jajaran TNI AD. Dengan catatan untuk Rumah Dinas tidak ada biaya 

sewa, kalau pinjam pakai ada sampai batas waktu berdinas maupun sampai dengan suami 

istri masa jabatan nya Prajurit TNI dan PNS sedangkan untuk anak kandung sudah tidak 

berhak lagi untuk menghuni rumah dinas tersebut. Namun ketika ingin membangun 

tempat usaha harus di data setiap penghuni rumah dinas agar bisa didaftarkan pembayaran 

PBB melalui Dinas Perpajakan oleh Kas Negara secara langsung. 
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Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum yang artinya 

mengutamakan asas legalitas dan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prof. Sudikno Mertokusumo 

mengemukakan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, demi terjaminnya 

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Jadi tidak boleh terjadi penegakan hukum 

hanya didasarkan pada kepastian hukum saja namun harus menciptakan keadilan 

walaupun keadilan itu hanya memiliki sifat subjektif dan individualistis. Penegakan 

hukum ini dituju pada pelaku yang melakukan pelanggaran merubah alih fungsi bangunan 

pada rumah dinas di Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Sawotratap Waru. Pelanggaran 

dalam merubah alih fungsi bangunan rumah dinas bisa berupa sanksi administrative dan 

sanksi pidana. Dan ini juga tergantung apa yang dilakukan oleh pelaku atau pemilik rumah 

dinas yang melakukan perubahan rumah dinas. 

Dalam sanksi administrative ini dikeluarkan jika anggota tni atau penghuni rumah 

dinas atau pelaku merubah alih fungsi bangunan tersebut ini sudah diberikan surat 

peringatan secara tertulis dan tidak dilaksanakan maka bisa diberikan peringatan 

pembatasan pelaksanaan kegiatan dalam bangunan rumah tersebut. Jika pelaku merubah 

alih fungsi tetap tidak melaksanakan apa yang ada dalam surat perintah maka bisa 

dilakukan secara sanksi pidana. Sanksi pidana ini mungkin dalam system peraturan Kodam 

V Brawijaya Surabaya mungkin bisa sampai pengusiran dari rumah dinas dan akan 

diasingkan jabatan nya diluar tempat kantor dinas setempat.  

Pada dasarnya instansi yang berwenang Kodam V / Brawijaya Surabaya ini tidak 

memutuskan atau memungut biaya pada setiap penghuni rumah dinas jika ada yang 

membangun sebuah toko sembako. Namun jika disesuaikan dengan Peraturan Panglima 

TNI No. 49 Tahun 2015 pada pasal 2 yakni Pemanfaatan BMN berupa tanah / bangunan 

dilaksanakan dalam bentuk : sewa, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Disini 

narasumber Bpk. Muhammad Yusron Pangkat Mayor Infantri menjelaskan bahwa untuk 

rumah dinas tidak ada biaya sewa, kalau pinjam pakai ada sampai batas waktu berdinas 

maupun sampai dengan suami / istri Prajurit TNI dan PNS untuk anak – anak nya sudah 

tidak berhak lagi untuk menghuni rumah dinas tersebut. Rumah Dinas Kodam V Brawijaya 

Sawotratap Waru ini berada di bawah naungan Komando Daerah Militer V / Brawijaya 

Surabaya. Di dalam rumah dinas ini ada sekitar 115 rumah yang dibangun pada tahun 2013 

yang akan dibagikan ke setiap Anggota TNI membutuhkan tempat tinggal atau ditunjuk 

langsung oleh atasan. Ada berbagai satuan divisi TNI baik itu Kodam maupun Anggota 

TNI dan yang menempati rumah dinas ini yakni Polisi Militer, PNS Kodam, Korem, 

Babinsa, Intel hanya di jatah atau diberikan kuota cuman 5 rumah setiap divisinya.  

Adapun problematika secara baik dan buruk dalam alih fungsi bangunan menjadi 

tempat usaha pribadi serta beberapa penghuni rumah dinas yang ingin merubah fungsi 

bangunan untuk kebaikan secara pribadi salah satu alasannya untuk menambah kebutuhan 

ekonomi keluarga. Ini bisa menimbulkan bentroknya kepentingan pribadi antara penghuni 

rumah dengan instansi yang berwenang seperti Kodam V / Brawijaya Surabaya. Dan 

munculnya dampak positif dan dampak negative. Dampak positif nya bisa memberikan 

peluang ekonomi yang baik serta stabil  untuk keluarga atau penghuni rumah dinas yang 
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membangun tempat usaha tersebut. Dampak negative nya ditimbulkan bisa penggunaan 

fungsi bangunan rumah dinas yang seharusnya untuk tempat tinggal tetapi dirubah alih 

fungsi menjadi tempat usaha, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya digunakan serta 

bisa memberikan efek buruk bagi instansi yang berwenang apabila tidak ada nya 

konfirmasi ulang ke pihak yang berwenang.  

Faktor – factor yang bisa mempengaruhi terjadinya merubah alih fungsi bangunan 

menjadi tempat usaha di Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Waru yakni sebagai berikut : 

a) Adanya wabah Covid – 19 sehingga ekonomi keluarga agak menurun. 

b) Wilayah rumah dinas agak cukup jauh dari pasar sehingga buka toko. 

c) Adanya kebutuhan atau keperluan pribadi yang makin meningkat jumlahnya. 

d) Memanfaatkan bangunan kosong agar lebih bermanfaat. 

e) Kebanyakan ibu rumah tangga yang kreatif mengolah uang gaji suami. 

f) Lemahnya system penegakan hukum dari peraturan yang ada di kawasan 

perumahan.  

Terjadinya perubahan alih fungsi bangunan rumah dinas ini pada saat wabah Covid 

– 19 muncul di Indonesia. Sehingga beberapa pekerjaan yang di PHK secara massal, 

kebanyakan penghuni rumah dinas istri atau anak kandung mereka bekerja di bidang 

swasta dan bukan di lingkungan TNI, dikarenakan ayah atau suami lah yang bekerja di 

kantor TNI nya masing – masing. Dari sini kebutuhan ekonomi keluarga cukup berkurang 

dan untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih di luar gaji ayah atau suami, para istri 

berniat membuka toko sembako ataupun toko salon kecantikan dan lainnya. Ketika adanya 

toko – toko tersebut, kebutuhan ekonomi meningkat dan bisa membantu penghuni rumah 

dinas lainnya agar tidak perlu jauh – jauh keluar untuk ke pasar membeli keperluan rumah 

nya. 

Kendala selanjutnya yaitu penghuni rumah dinas telah membangun tempat usaha 

atau toko  pada bangunan rumah dinas yang belum mendapatkan ijin. Keadaan seperti ini 

sering terjadi karena kurangnya kesadaran para penghuni rumah dinas dalam mentaati 

hukum yang ada. Masyarakat umum juga lebih sering melakukan hal yang sama dengan 

mendirikan bangunan tempat usaha atau toko terlebih dahulu baru mengurus perijinannya 

dikarenakan ketidaktahuan tentang aturan alih fungsi lahan dan masyarakat berpikir 

bahwa proses perijinanya rumit. Akan tetapi banyak nya penghuni rumah dinas yang 

membangun tempat usaha ini tanpa mengetahui Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 

2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah atau bangunan di lingkungan 

TNI. Maka dengan adanya wawancara atau penelitian ini saya harap para penghuni rumah 

dinas bisa mengetahui peraturan ini dan bisa menerapkan dengan baik agar bisa tertata dan 

tertib aturan sesuai anjuran dari instansi yang berwenang. 

Di Sidoarjo selain Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015  tentang Pemanfaatan 

Barang Milik Negara berupa tanah atau bangunan di lingkungan TNI yang membahas 

pemberlakuan merubah alih fungsi suatu bangunan yang menjadi sebuah tempat usaha 

dan Pemerintah Daerah Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 

4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dengan ada nya Peraturan Izin 
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Mendirikan Bangunan ini Bupati bisa melakukan pengawasan, pengendalian dan 

penertiban bangunan di wilayah sidoarjo, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan 

bangunan yang fungsional dengan tata bangunan dan serasi sesuai lingkungannya. Dan 

pemilik bangunan bisa melakukan pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan, serta 

memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan jaringan listrik, air minum, 

telepon dan gas. Tentunya untuk memenuhi fasilitas yang baik, pemilik rumah yang ingin 

membangun bangunan harus memenuhi persyaratan yang sudah dibuat di dalam Perda 

IMB.  

Dalam melaksanakan Izin Mendirikan Bangunan perlu melakukan beberapa 

persyaratan yang sudah ditetapkan di Perda Izin Mendirikan Bangunan. Setiap orang atau 

badan harus melengkapi persyaratan dokumen secara administrasi dan sesuai rencana 

teknis. Di persyaratan dokumen tersebut harus meliputi tanda bukti kepemilikan hak atas 

tanah, data pemohon, fotocopy Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Ruang / Izin 

Lokasi, dan surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa. Dari jangka waktu penyelesaian 

pelayanan perizinan ini akan ditetapkan paling  lama 7 hari (Budiman & Putra, 2022; Nurhayati 

& Nugraha, 2020). Maka pemilik bangunan yang sudah berizikan Izin Mendirikan Bangunan 

bisa melakukan buka tempat usaha atau  sebuah toko. Adapun hak yang didapatkan untuk 

setiap orang atau badan yang melakukan permohonan imb yakni mendapatkan pelayanan 

yang berkualitas sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, mendapatkan 

kemudahan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang system mekanisme serta 

procedure perizinan, dan mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif secara santun, 

bersahabat dan ramah. 

Mendirikan bangunan merupakan salah satu kegiatan untuk mendirikan, 

memperbarui dan memperluas bangunan rumah maupun bangunan gedung dirubah 

menjadi sebuah tempat yang memungkinkan bisa dipakai untuk segala hal (Laurent, 2018; 

Simões, 2021; Zuccaro, 2021). Izin mendirikan bangunan merupakan suatu izin yang telah 

diberikan dari Pejabat atau pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk 

mendirikan, memperbarui dan memperluas bangunan rumah maupun bangunan gedung  

yang sesuai dengan persyaratan dokumen secara administrative maupun teknis (Böke, 

2020; Kourehpaz, 2023; Nollet, 2018). Adanya izin mendirikan bangunan ini agar 

memberikan kelayakan kehidupan masyarakat sekitar yang nyaman, aman dan tertib 

dalam keberlangsungan ekonomi yang baik di suatu kegiatan seperti tempat usaha maupun 

lainnya (Gautam, 2018, 2018; Zhuo, 2019).  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

No. 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan ini sudah sesuai atau sama dengan 

Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara 

Berupa tanah atau bangunan di lingkungan TNI. Secara garis besar untuk penjelasan izin 

mendirikan bangunan ini diperuntukkan wilayah rumah atau perumahan yang berada di 

Sidoarjo, namun poin untuk memberlakukan pemanfaatan dalam bentuk sewa, pinjam 

pakai maupun kerjasama pemanfaatan sama ini hanya diperuntukkan untuk rumah dinas 

bagi Anggota TNI saja (Nurdin & Wibawa, 2021).  Menurut saya pribadi, Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2012 ini sudah sesuai dengan Peraturan Panglima TNI No. 
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49 Tahun 2015 hanya saja pemberlakuan keberadaan peraturan itu tertuju pada suatu 

wilayah tertentu. 

Disini penulis menggunakan prinsip Lex specialis derogate generalis merupakan asas 

penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) yang dimana maksud 

penjelasan bahwa untuk hukum yang bersifat umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo No. 4 Tahun 2012 hanya sebagai acuan dalam lingkungan di Wilayah Jawa Timur. 

Dalam Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Sawotratap ini yang mengatakan hukum yang 

bersifat khusus pada Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 dikarenakan perumahan 

dinas tersebut berada dibawah kekuasaan instansi yang berwenang yaitu Kodam V 

Brawijaya Surabaya walaupun keberadaan letak perumahan dinas ini berada di Wilayah 

Sidoarjo. Dan dari pihak narasumber PABADYAN BMN (Barang Milik Negara) Bpk. 

Muhammad Yusron Pangkat Mayor Infantri ini mengatakan bahwa Peraturan Panglima 

TNI No. 49 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa tanah atau 

bangunan di lingkungan TNI dan rumah dinas yang ada di seluruh lingkungan TNI ini 

tidak ada melanggar aturan yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah Sidoarjo pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan 

Bangunan. 

 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan 

Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 ini belum terlaksanakan dengan baik di 

lingkungan Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Waru. Dikarenakan dari pihak Kodam V 

Brawijaya Surabaya kantor pusat belum melakukan penindakan lebih lanjut sesuai dengan 

aturan yang sudah berlaku. Dan pihak penghuni Rumah Dinas Kodam V Brawijaya Waru 

ini masih belum paham dan mengetahui keberadaan Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 

2015 tentang Pemanfaatan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI. 

Sehingga masih banyak nya rumah dinas atau penghuni rumah dinas yang merubah alih 

fungsi bangunan menjadi sebuah tempat usaha ini belum memiliki izin yang berlaku. 

Prinsip Lex Specialis Derogate Generalis yang dimana maksud penjelasan bahwa untuk 

hukum yang bersifat umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2012 

hanya sebagai acuan dalam lingkungan di Wilayah Jawa Timur. Dalam Rumah Dinas 

Kodam V Brawijaya Sawotratap ini yang mengatakan hukum yang bersifat khusus pada 

Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 dikarenakan perumahan dinas tersebut berada 

dibawah kekuasaan instansi yang berwenang yaitu Kodam V Brawijaya Surabaya 

walaupun keberadaan letak perumahan dinas ini berada di Wilayah Sidoarjo. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berhak memberikan saran bagi Pejabat 

Pabadyan BMN dan bagi penghuni rumah dinas yang melakukan merubah alih fungsi 

bangunan rumah dinas tersebut. Untuk Pejabat Pabadyan BMN harus melakukan 

penerapan dan penyuluhan informasi pada Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015 ini 

dalam perumahan atau rumah dinas yang diperuntukkan Anggota TNI dan Pegawai PNS 
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di seluruh wilayah Indonesia, agar setiap penghuni rumah dinas yang menempati rumah 

dinas dalam bentuk Pemanfaatan BMN ini bisa menaati peraturan yang sudah ditetapkan. 

Untuk penghuni rumah dinas harus melakukan perizinan atau persyaratan dokumen yang 

telah merubah alih fungsi bangunan sebagai tempat usaha dan melaksanakan yang sudah 

ditetapkan dalam Peraturan Panglima TNI No. 49 Tahun 2015, agar peraturan ini bisa 

dilaksanakan dengan baik dan tertib di lingkungan TNI.  
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